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UU IKN Disahkan
Bos Badan Otorita IKN Setara Menteri

RAPAT Paripurna DPR menge-
sahkan Rancangan Undang-
Undang (RULT terkait Peruba-
han atas Undang-Undang No-
mor 3 Tahun 2022 tentang Thu
Kota Negura (IKN). Sulah sato
persoalan mengemuka adalah
kewenangan Badan Otorita IKN
vang diangzup terlalu luas dan
selevel dengun menter.

Ketn Komisi 1T DPR Ahmad
Dali Kurnia mengatakan. fraksi
fraksi di DPR elah memberikan
pandangannya terhadap hasil
pembahasan dan penyusunan
RUU IKN.

Tujuh fraksi yakni PDIP, Gol-
kur. Gerindra. Nasdem PKB.
PAN. dan PPP plus DPD me-
nyatakan setugie untuk meneris-
kan hasil pembahasan RUL TKN
ke Paripurna DPR. Sementara
Fraksi Demaokrat menyatakan
setuju dengan catatan, sedang-
kan Fraksi PKS menolak.

Ahmad Dol menjelaskan,
adapun catatan yang diberikan
oleh Fruksi Demaokrat terkait
RUU [KN, salab satunya terkait
Badan Otorita TKN. Dalam
Undung-Undang 3 Tahun 2022,
otorita TKN sejatinya telab me-

miliki wewenang yang sangat
Tuas. Dengan revist UU TKN in,
kewenangan Badan Olorita TKN
menjadi lehih luas lagi.
Lembaga ini akun memiliki
wewenang sendinn untuk mem-
bt perencanaan. pengelolaana

kewangun. pengelolaan aset.

pengelolaan sumber dava ma-
nus
perjanjian kerja sama, dan pem-
buatan peraturan perundang-
unckingan lainnya.
“Kewenangan khusus terse-
but disngzap terlalu besar bagi
sehuah lembaga setingkat Ke-

(SN penguasaan tanah,

menterian dan juga berpotensi
melahirkan kewenangan yang
everfopping Khususnva dengan
kementerian/lembaga lain.”
ungkip Ahmad Doli sual mem
bacakan Laporan Komisi 11
terhadap hasil pembahasan RUL
IKN dalam Rapat Paripurna
di Gedung Parlemen. Jakarta.
kemann,

Fraksi Partai Demokrat. lanjut
Ahmad Dolic menilai bahwa
Badan orita memiliki tiga
fungsi sekalizus, yakni sehagai
lembiga setingkat kementerian.
sebagal lembaga Pemermtah

Dacruh Khusus (Pemdasus).
dun Badan Usaha Milik Chorita
(BUMO), BUMO im memiiki
fungsi mirip dengan BUMN dan
mendapitkan PMN atau Penyer-
taan Modal Negara,

“Frakst Demoekrat berpan-
dangan, status 1ni jika tidak di-
kelola dengan baik dapat menyve
babkan kerancuan nomeklatur
atis |)i:l.1]hi otorita TRN dalam
hukum ketatanegaraan Indo-
nesia. Ini dipat menyebabkan ke-
bingungan dalam sistem penga-
wisan kelembagaan di masa akan
datang.” unghapnya lagi. m KaL




